


BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst serta tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan tugas kurator dalam proses kepailitan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Putusan kepailitan terhadap PT Mulia Karya Berkah Bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa syarat minimal untuk menyatakan pailit adalah adanya dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengakuan utang oleh debitur dan ketidakmampuan membayar menjadi dasar yang cukup dalam penerapan asas pembuktian sederhana oleh hakim.
2. Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan menjalankan tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, dengan langkah-langkah konkret seperti penyegelan aset, inventarisasi harta, pengumuman kepailitan, serta pelelangan aset. Meskipun mengalami kendala teknis dan administratif, kurator tetap bekerja dalam koridor hukum dan diawasi oleh hakim pengawas.
3. Pengawasan oleh hakim pengawas berperan penting dalam menjaga objektivitas dan akuntabilitas kurator, terutama dalam persetujuan atas tindakan strategis seperti penjualan aset atau penggunaan dana boedel pailit. Hakim pengawas berfungsi sebagai penjaga hukum acara kepailitan agar tidak terjadi penyimpangan.
4. Kendala yang dihadapi kurator dalam pemberesan harta pailit antara lain mencakup: kerusakan aset akibat kebakaran, keberadaan aset dalam penguasaan pihak ketiga, dan kompleksitas proses verifikasi tagihan. Namun, kurator tetap berupaya menempuh langkah hukum yang relevan, termasuk penetapan pengadilan dan kerja sama dengan kreditor.
5. Peran kurator dalam perkara ini mencerminkan pentingnya fungsi profesionalisme dan independensi kurator dalam menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam sistem kepailitan. Oleh karena itu, implementasi Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU tidak hanya bersifat formal tetapi juga mengandung dimensi substantif dalam praktik.
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi kurator, diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait etika profesi, manajemen aset, dan negosiasi dengan kreditor. Kurator juga harus membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan para pihak tetap terjaga.
2. Bagi hakim pengawas dan pengadilan niaga, perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kurator, tidak hanya dalam bentuk evaluasi administratif, tetapi juga melalui audit substansi laporan dan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan pemberesan.
3. Bagi pembuat kebijakan (legislator dan Kementerian Hukum dan HAM), sebaiknya dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UUK-PKPU khususnya dalam aspek standarisasi prosedur pemberesan, waktu maksimal penyelesaian pailit, serta penguatan kelembagaan kurator dan pengawasan profesinya secara lebih sistematis.
4. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penting untuk terus mengkaji praktik kepailitan secara kritis dan menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pembaruan hukum kepailitan, khususnya dalam konteks penegakan prinsip keadilan dan efisiensi ekonomi.
5. Bagi para kreditor dan debitor, perlu memahami mekanisme hukum kepailitan secara menyeluruh agar tidak terjebak pada konflik berkepanjangan. Kreditor sebaiknya aktif dalam rapat kreditor dan melakukan kontrol terhadap proses pemberesan, sementara debitor harus kooperatif dalam mendukung kelancaran pengurusan asetnya.
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